
 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
 

 NOMOR   5  TAHUN 2013  

 

T E N T A N G 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
 
Menimbang   : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah yang telah menunjukan kesetiaan, prestasi 
kerja dan pengabdian maka perlu memberikan tambahan 
penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan 
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan 
kemampun keuangan daerah; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah 
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 
Negeri Sipil;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah 
dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1622); 

 
 

2. Undang-Undang ... 

SALINAN 
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  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 

11. Peraturan Pemerintah ... 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 1); 

 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 

 
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN 

TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 
 
 

Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 
Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2012 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5A 

(1) PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah yang telah berusia 55 (lima puluh lima) 
tahun dan telah menunjukkan Kesetiaan, Prestasi Kerja, 
dan Pengabdian diberikan Tambahan Penghasilan. 

(2) Penilaian atas Kesetiaan, Prestasi Kerja dan Pengabdian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS selama 2 
(dua) tahun terakhir dan setiap unsurnya memperoleh nilai 
Baik. 

(3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan 1 (satu) kali dalam masa tugas PNS. 

 

 

        (4) Besarnya.......... 
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(4) Tambahan Penghasilan ditetapkan sebagai berikut : 

a. Golongan IV  sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta 
rupiah); 

b. Golongan III sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima 
juta rupiah); 

c. Golongan II sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta 
rupiah). 

(5) Penunjukan PNS yang mendapatkan Tambahan 
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. 

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal,  yakni 
Pasal 7A  sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7A 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan 
Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian 
Penghargaan Berdasarkan Pengabdian Kepada Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Yang 
Memasuki Batas Usia Pensiun dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

Pasal II 

Peraturan  Gubernur  ini  mulai  berlaku pada tanggal 1  Pebruari 
2013. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 
 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal  30 Januari 2013 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG         
 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal  30 Januari 2013 

 

  SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 
 

ttd 
 

SIUN JARIAS 
 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 5 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

 
 

 

AMIR HAMZAH K. HADI 


